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5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan
sebagai berikut :

1.Dalam konteks tradisi Tabob, tidak terdapat konsistensi horizontal di antara peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek perlindungan Penyu Beliming dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tradisi Tabob. Tidak
ditemukannya konsistensi horizontal tersebut menimbulkan adanya pertentangan satu
variabel dengan variabel lainnya. Pertama adalah mengenai aspek yuridis perlindungan
Penyu Belimbing di Indonesia dengan pokok yang dimuat dalam UU KSDAE beserta
dengan semua peraturan turunan dari undang-undang tersebut seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan, Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tanaman dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa. Berdasarkan
peraturan-peraturan dan teori-teori yang relevan, maka penulis memberi penilaian bahwa
Penyu Belimbing diklasifikasikan sebagai salah satu sumber daya alam hayati yang
memiliki status sebagai satwa liar yang dilindungi oleh negara. Artinya terdapat kaidah
larangan dalam UU KSDAE sehingga tidak boleh dilakukan perburuan terhadap satwa ini
agar populasinya di alam tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Kedua adalah
adanya sebuah tradisi yang unik yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei. Tradisi
tersebut adalah berburu Penyu Belimbing yang telah ada dan hidup selama ratusan tahun.
Penulis memberi penilaian bahwa tradisi ini merupakan hak tradisional yang dimiliki oleh
masyarakat Kepulauan Kei yang perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Dasar
NRI Tahun 1945 Pasal 18B dan merupakan Objek kebudayaan sebagaimana yang
tercantum dalam UU Pemajuan Kebudayaan sehingga tradisi ini harus tetap lestari. Penulis
berpendapat bahwa tidak ditemukannya konsistensi antara UU KSDAE dan UU Pemajuan
Kebudayaan mengenai Tradisi Tabob. Objek buru dari tradisi Tabob adalah satwa dengan
status dilindungi yang memiliki implikasi tidak boleh diburu dan tidak ditemukan
justifikasi yang menyatakan sebaliknya. Penulis berpendapat bahwa membunuh dan
memakan daging Penyu Belimbing harus dilarang.

2.Setelah memberi penilaian mengenai pertentangan yang terdapat diantara variabel

pertama dan kedua maka kemudian penulis berpendapat tradisi Tabob untuk memakan
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daging Penyu harus dilarang untuk tetap dilakukan. Namun dengan mempertimbangkan
situasi yang terdapat di Kepulauan Kei dan mempertimbangkan isi dari pemejuan
kebudayaan, penulis merasa apabila pelarangan tersebut dilakukan maka tidak adil bagi
masyarakat tersebut karena tradisi ini selain merupakan tradisi yang telah hidup selama
ratusan tahun juga merupakan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat
Kei. Mengingat kondisi tersebut maka penulis merasa diperlukan suatu langkah yuridis
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sikap untuk memberikan legitimasi
terhadap perburuan ini dengan menerbitkan produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan
Daerah yang memuat muatan lokal daerah tersebut yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Kei dalam hal Tradisi Tabob. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara dalam hal ini yaitu Bupati dan DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk
membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sesuai dengan Pasal
14 UU nomor 12 tahun 2011 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus menampung
kondisi khusus daerah, yang diinterpretasikan penulis sebagai muatan lokal yang menjadi
ciri khas daerah tersebut maka dalam hal ini maka harus dibentuk regulasi mengenai
perburuan tradisional Tabob. Materi muatan harus mencakup segala kebutuhan teknis
sebagai bentuk pelarangan diganti menjadi penengkapan simbolik dan dalam perayaan
konsumsi diganti dengan hasil ternak masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat,
dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama tradisi Tabob dapat dilestarikan
tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem laut, sekaligus menjadikannya sebagai
kekayaan budaya yang berkelanjutan. Mengenai perlindungan Penyu Belimbing, badan
pemerintahan mulai dari tingkat nasional dan daerah harus mulai membangun jalur
kerjasama antar daerah populasi Penyu Belimbing untuk terus menjaga populasi Penyu

Belimbing tetap lestari.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penulisan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1.Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemda sebaiknya perlu memberi
perhatian lebih terhadap masyarakat Kepulauan Kei khususnya mengenai Tradisi Tabob.
Perlindungan Penyu Belimbing adalah mutlak sehingga pemerintah sebaiknya memberi
perhatian lebih dalam rangka pemajuan kebudayaan tradisi tabob yaitu dengan memberi
edukasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan ekosistem dan memberi edukasi
mengenai pemajuan kebudayaan yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat

dengan pemerintah. Mengenai perlindungan Penyu Belimbing, badan pemerintahan mulai
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dari tingkat nasional dan daerah harus mulai membangun jalur kerjasama antar daerah
populasi Penyu Belimbing untuk terus menjaga populasi Penyu Belimbing tetap lestari.
Sebagai bentuk dari perlindungan untuk menjaga populasi Penyu Belimbing maka
perburuan diganti menjadi perburuan simbolik. Aritinya setelah ditangkap maka penyu-
penyu tersebut dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

2. Tradisi ini merupakan suatu keunikan yang menjadi ciri khas masyarakat Kei, maka
Kementerian Pariwisata dirasa perlu mengkaji ulang untuk meningkatkan sektor
pariwisata yang ada di sana sehingga dapat mengkampanyekan daerah ini menjadi salah
satu daya tarik wisata agar menjadi suatu destinasi wisata dimana masyarakat dapat
melihat perburuan Penyu Belimbing secara langsung dan melihat secara langsung pelepas
liaran Penyu. Rangkaian acara Tradisi Tabob ini merupakan warisan budaya yang sangat
unik sehingga dapat dioptimalkan menjadi destinasi wisata prioritas. Apabila daya tarik
wisata tersebut dapat diwujudkan diharapkan dapat membantu perekonomian lokal agar
masyarakat setempat dapat lebih sejahtera. Tentu saja dalam kajian tersebut harus
melibatkan kementerian bahkan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan
serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tujuannya adalah untuk meminta perspektif
dari instansi tersebut sehingga dapat mencapai keselarasan.

3. Perlu diterapkannya harmonisasi antara Pemda Maluku Tenggara dan Pemda di Papua
Barat dalam melindungi penyu belimbing memerlukan kolaborasi lintas wilayah untuk
memastikan perlindungan yang efektif bagi spesies yang terancam punah ini. Kedua
wilayah memiliki habitat penting bagi penyu belimbing, sehingga upaya konservasi harus
diselaraskan untuk mengatasi tantangan ekologi dan sosio-kultural yang unik di masing-
masing daerah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penyusunan kebijakan
bersama yang mengatur larangan penangkapan dan perdagangan penyu serta telurnya,
penetapan kawasan konservasi laut yang terintegrasi, dan pelaksanaan program edukasi
bagi masyarakat setempat mengenai pentingnya pelestarian penyu belimbing. Selain itu,
kerjasama penelitian dan pemantauan populasi penyu dapat meningkatkan efektivitas
upaya perlindungan. Dengan adanya harmonisasi kebijakan dan program antara Pemda
Maluku dan Pemda Papua Barat yang produk hukum nya yaitu Keputusan bersama antara
kepala daerah, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam tindakan konservasi yang
tidak hanya melindungi penyu belimbing, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem
laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan ekowisata

berbasis konservasi.
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4. Untuk melindungi keberlangsungan hidup dari Penyu Belimbing. Disini perlu di
buatnya Peraturan Mentri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga oleh
Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mengatur mengenai Konservasi Penyu Belimbing
di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat yang menjadi pusat peneluran
Penyu Belimbing di Indonesia yaitu di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan
Kabupaten Manokwari. Konservasi Penyu Belimbing tersebut bertujuan untuk menjaga
keberlangsungan hidup dari Penyu Belimbing dan menjadi tempat yang aman untuk Penyu
Belimbing berkembangbiak agar populasi dari Penyu Belimbing bisa bertambah secara
optimal, dan berfokus pada penjagaan dari mulai telur hingga dapat dilepasliarkan
Kembali, Konservasi ini juga harus menjadi pusat pengembangan dan penelitian bagi
Penyu Belimbing. Dan dengan adanya Konservasi Penyu Belimbing ini bisa menjadi
pilihan baru pada Tradisi Tabob ini karena dengan adanya Konservasi ini pada saat
simbolik untuk memakan daging dari Penyu Belimbing yang awalnya dari hasil buruan
bisa di ganti menggunakan Penyu Belimbing dari hasil perkembang biakan dari Koservasi
ini, dan tidak mengganggu ekosistem dari Penyu Belimbing di alam liar. Dan tidak
mengurangi jumlah populasi Penyu Belimbing di alam liar karena yang di gunakan untuk
acara memakan daging Penyu Belimbing dari hasil konservasi, dan jumlah yang di makan

pun dibatasi seperti 1 sampai 2 Penyu Belimbing saja.
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